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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the harmonization of tax regulation laws and the effect of tax sanctions on tax compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs). This is a quantitative study using primary data and measured with a Likert scale. The population in this study consists of SMEs registered at the KPP Pratama Samarinda Ilir, totaling 2,609 as of 2022. The sampling method used is purposive sampling, and the sample size consists of 80 respondents. The primary data collection method is a survey using a questionnaire. The data were analyzed using Smart PLS version 4. The results of this study show that understanding of the harmonizsation law has a significant positive effect, while tax sanctions do not have a significant effect on the tax compliance of SMEs registered at KPP Pratama Samarinda Ilir. Limited understanding of tax regulations and sanctions hinders SME compliance. Therefore, increasing tax literacy through effective education is crucial to encourage SMEs to comply with their tax obligations.
Keywords: Understanding of Harmonization Law, Tax Sanctions, Tax Compliance of SMEs










ABSTRAK
Marini Agustina, Pemahaman Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dibawah Bimbingan Ibu Salmah Pattisahusiwa, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajin pajak umkm. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer dan diukur dengan skala likert. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda ilir sebanyak 2.609 sampai tahun 2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purpose sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 responden. Metode pengumpulan data primer yaitu metode survei dengan menggunakan kuisioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis Smart PLS versi 4. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman undang-undang harmonisasi berpengaruh signifikan dan positif, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Pemahaman yang terbatas tentang peraturan dan sanksi perpajakan menghambat kepatuhan UMKM. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak melalui edukasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan.
Kata Kunci: Pemahaman undang-undang harmonisasi, Sanksi Pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM
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1.1 [bookmark: _Toc201131471]Latar Belakang
Indonesia terus berkembang dan maju di banyak bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia, pemerintah memerlukan sumber daya keuangan yang signifikan dana yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar bersumber dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negara. Oleh karena itu, pajak berperan penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan pemerintah (Prawagis et al., 2016).
Bentuk kontribusi terhadap kas negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan warga negara berkewajiban membayar pajak. Sumbangan mereka akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memastikan langkah-langkah pembangunan nasional yang dikendalikan pemerintah. Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kita juga mengetahui bahwa pajak merupakan salah satu hal yang dihindari oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui bahwa pajak itu sebenarnya karena  belum mengerti apa yang dimaksud dengan pajak. Warga negara diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Sumbangan ini akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah umum untuk pemerintahan dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesadaran  pajak dikalangan pembayar pajak. Pajak yang berlaku di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap  pendapatan pemerintah Indonesia (Lastianingsih dkk., 2021).
Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dikelola secara mandiri, dengan modal berasal dari pemiliknya sendiri, memiliki aset yang relatif kecil, cakupan pemasaran yang terbatas pada wilayah lokal, serta jumlah tenaga kerja yang tidak banyak. Selain itu, UMKM telah lama menjadi sektor industri yang berperan signifikan dalam perekonomian khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil dan menengah 2008, UMKM di Indonesia memiliki kriteria berdasarkan aset dan omset sebagai berikut: Usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari 50 juta-500 juta dan omset lebih dari 300 juta-2,5 miliar. Usaha menengah memiliki aset lebih dari 500 juta-10 miliar dan omset lebih dari 50 miliar. Pemerintah memberlakukan taif pajak sebesar 0,5% atas pendapatan yang diperoleh oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Than 2018. Kebijakan ini secara langsung mempengaruhi performa keuangan dari aktivitas usaha yang tercakup dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, ketika menetapkan kebijakan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dampak terhadap perilaku dalam menanggapi kebijakan tersebut. (Kurniawan,2017)
Definisi kepatuhan wajib pajak menurut (Imaniati, 2016) bahwa “keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan peraturan perpajakan yang berlaku”. (Ariyanto et al, 2020). Menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak menjadi salah satu fakor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, persepsi wajib pajak dapat meningkat apabila sistem perpajakan diterapkan dengan baik. Pengetahuan tentang berbagai lembaga dalam kinerja kewajibannya dengan demikian, diharapkan wajib pajak semakin sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dimana semakin tinggi kesadaran wajib pajak makin semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Dengan demikian, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yuliana et al., (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan  adalah beberapa wajib pajak yang memiliki ilmu dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan, mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan tepat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pajak sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat sebaliknya kurangnya pemahaman yang memadai mengenai perpajakan dapat menyulitkan wajib pajak dalam bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mengarah pada penurunan kepatuhan pembayar pajak. Semakin tinggi pemahaman tentang peraturan pajak, semakin rendah kemungkinan pembayar pajak akan melanggar peraturan tersebut. Sehingga meningkatkan tingkat kapatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Brata et al, (2017) menyatakan sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak memiliki kekhawatiran untuk melanggar undang-undang perapajakan, serta cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila merasa tertekan oleh adanya ancaman sanksi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Sanksi hukum yang diberikan akibat pelanggaran pajak dapat berupa sanksi administratif maupun pidana. Semakin berat sanksi yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun cenderung meningkat. 
Kebijakan perpajakan yang baik bagi wajib pajak usaha kecil dan menengah harus berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak sukarela mereka dan pertimbangan mereka , misalnya dengan penyederhanaan mekanisme administrasi perpajakan, kebijakan perpajakan yang sesuai juga dapat mendongkarak tingkat pendapatan wajib pajak usaha kecil dan menengah dengan kemudahan administrasi perpajakan, wajib pajak UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lebih  dan efektif. Nurhayati et al, (2019) Kelebihan UMKM dibandingkan dengan usaha besar adalah kemampuan untuk berinovasi dan  menciptakan strategi sendiri dalam  membuat produk yang unik dan menarik bagi pelanggan. Produk yang ingin dipasarkan harus memiliki daya tarik  tersendiri dan mampu bersaing dengan produk-produk terbaik yang ada di pasaran.
Penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara terbesar sejak tahun 1992 yaitu sebesar 47,4 persen dan naik menjadi 65,1 persen pada tahun 2020. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak terletak pada keseimbangan dalam sistem perpajakan. Wajib pajak menginginkan kebijakan pajak yang adil di mana besarnya pajak yang dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka serta kebutuhan negara.sebagai wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Resmi siti, 2017)
Reformasi ekonomi di Indonesia ditandai dengan penerapan undang-undang harmonisasi Perpajakan. Aturan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi pedoman yang akan terus disempurnakan ke depannya. Indonesia memanfaatkan regulasi perpajakan senagai langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Sebagai tulang punggung perekonomian Negara UMKM juga harus berpartisipasi dalam kepatuhan pajak.
Kebijakan baru telah diberlakukan pada tahun 2022, mengenai pengenaan ppajak penghasilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraruran Perpajakan (UU HPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa UU HPP membawa perubahan pada beberapa ketentuan perpajakan, termasuk aturan terkait pajak penghasilan (PPh) bagi individu.
Perubahan tersebut salah satunya dilakukan pada batasan penghasilan bruto atau peredaran bruto yang menghitung PPh. UU HPP memberikan pembebasan PPh jika omzet perusahaan tidak lebih dari Rp 500 juta per tahun. Artinya pengusaha khususnya UKM hanya dikenakan pajak jika omzet tahunannya melebihi Rp 500 juta.
Pemerintah telah mengesahkan peraturan pajak terbaru, yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Salah satu aturan ini menawarkan dukungan dan kenyamanan manajemen pajak untuk UKM. Artikel yang diunggah oleh kementrian keuangan mencatat bahwa UKM mendapat dukungan dan kenyamanan dari hukum di antaranya, HPP  menawarkan kemungkinan untuk menentukan pembayaran PPh final saja. 0.5% (nol koma lima persen) dari penjualan atau omzet pembatasan kemugkinan penghasilan bruto individu UMKM bebas pajak maksimal Rp 500 juta rupiah per tahun dan berlaku tarif akhir Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) UKM dengan  status pengusaha kena pajak (PKP). 
Pemerintah merancang reformasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan rasio pajak mengurangi defisit anggaran, serta menekan rasio utang terhadap PDB. Reformasi ini mencakup perubahan pada beberapa undang-undang perpajakan yang kemudian dikenal sebagai Harmonisasi Ketentuan Perpajakan (HPP).
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau (UU HPP) yang mengubah beberapa masalah material dalam undang-undang perpajakan  Indonesia. UU HPP diundangkan pada 29 oktober 2021 dan sebagian besar ketentuan tersebut akan 
Penerbitan UU HPP bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara memberikan sistem perpajakan yang lebih adil dan kepastian hukum, menetapkan reformasi administrasi dan perluasan basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Susanto, 2020)
 Berdasarkan peraturan ini UMKM dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah serta prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Kebijakan khusus ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang dapat menghambat perkembangan UMKM di masa mendatang.
Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakam (UU HPP) disahkan pada 7 Oktober 2021, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Salah satu tujan utama UU HPP adalah mendorong pertumbhan ekonomi termasuk perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sehingga teori atribusi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana wajib pajak memahami dan merespon berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak mereka seperti pemahaman tentang undang-undang harmonisasi dan persepsi mereka terhadap sanksi perpajakan. Jika wajib pajak menganggap sistem perpajakan adil dan mudah dipahami, serta mereka mengatributkan kepatuhan sebagai kewajiban moral dan sosial (atribusi internal), mereka akan lebih patuh. Sebaliknya, jika mereka merasa kebijakan atau sanksi tidak adil atau membingungkan (atribusi external), kepatuhan mereka mungkin akan berkurang.
Pemahaman undang-undang harmonisasi dan sanksi perpajakan sangat penting untuk dimiliki, karena keduanya merupakan pendekatan yang efektif dalam memastikan dalam memastikan ketaatan pajak. Hal ini dilakukan melalui edukasi dan pemahaman dengan variabel undang-undang harmonisasi dan pendekatan control dan paksaan melalui  variabel sanksi perpajakan. Kombinasi keduanya sering kali dipilih untuk melihat sejauh mana pemahaman dan potensi sanksi perpajakan agar dapat bersama-sama mendorong kepatuhan wajib pajak pada UMKM.
Berikut ini adalah  tabel yang menggambarkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2018 sampai dengan 2022 di kota Samarinda. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel berikut ini :
Tabel 1.1 Tax Compliance (Kepatuhan Pajak) WPOP UMKM Samarinda Ilir 
	Tahun 
Pajak
	WPOP UMKM yang Terdaftar
	WPOP UMKM yang melaporkan SPT
	Persentase Kepatuhan WPOP UMKM

	2018
	3.470
	2.392
	69%

	2019
	3.473
	2.446
	71%

	2020
	3.015
	2.553
	85%

	2021
	2.655
	2.373
	90%

	2022
	2.609
	1.933
	74%


Sumber : KPP Pratama Samarinda Ilir
Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat jelas bahwa tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami naik dan turun wajib pajak yang terdaftar dan tidak diiringi dengan meningkatnya Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan setiap tahun. pelaku usaha mikro, kecil, dan 
Usaha Mikro, dan Menengah (UMKM) diharapkan memiliki kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ilir sebanyak 1.933 wajib pajak telah terdaftar dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  (SPT) pada tahun 2022. Namun, masih terdapat perbedaan antara jumlah pelaku UMKM secara keseluruhan dan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui tentang pemberlakuan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM di Kota Samarinda
Fenomena yang ada pada pelaku usaha UMKM di kota Samarinda yaitu para pelaku usaha masih banyak yang belum mengetahui tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan akibat kurangnya pemahaman, banya pelaku UMKM menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah merupakan suatu beban sehingga Mereka beranggapan bahwa membayar pajak kepada pemerintah merupakan beban karena dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dari usaha mereka.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :
1. Apakah pemahaman peraturan Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
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Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi 3 manfaat yaitu manfaat teoritis, dan manfaat praktis:
1. Manfaat Teoritis 
a. Dengan adanya penelitian ini agar dapat diharapkan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
b. Dengan adanya penelitian ini dihaapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai adanya pemahaman undang-undang harmonisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


2. Manfaat Praktis
Bagi Wajib Pajak 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referenai bgi pelaku UMKM agar lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka sebagai wajib pajak. 
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2.1.1 Teori Atribusi
Teori atribusi adalah konsep psikologis yang memerinci bagaimana orang mencari dan memberikan makna terhadap perilaku baik itu perilaku mereka sendiri atau orang lain, dengan mengaitkan penyebab atau alasan tertentu ini melibatkan penilaian terhadap faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi suatu tindakan. Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengungkapkan bagaimana seseorang bisa menentukan penyebab perilaku diri sendiri atau orang lain, yang akan membentuk suatu motif. Motif yang akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menentukan penyebab perilaku diri sendiri atau orang yang disebabkan secara internal yang diyakini berada di bawah kendali pribadi  individu, sedangkan faktor external berasal dari tekanan situasi atau kondisi lingkungan luar yang dapat memengaruhi perilaku individu.
Secara umum teori atribusi mencoba menjelaskan mengapa seseorang memahami atau mengaitkan suatu peristiwa dengan berbagai peristiwa tertentu.
Teori atribusi secara umum merupakan teori yang ingin menjelaskan mengapa seseorang memahami atau mengaitkan suatu peristiwa dengan berbagai  peristiwa tertentu.
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a. Pengertian Pajak 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan (KUP), yang merupakan hasil revisi dan penyempurnaan dari peraturan perpajakan sebelumnya, setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan tertentu yang memberikan batasan atas pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi sebagai bentuk toleransi dalam pelaksanaannya.
Menurut prof. Dr. Rochmad Soemitro dalam buku (Sukrisno Agoes & Trisnawati, 2012):  “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak harus berlandaskan pada perundang-undangan yang dibentuk dan dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini menegasakan bahwa pajak merupakan hasil kesepakatan yang mencerminkan aspirasi rakyat bukan sekedar keputusan sepihak dari pemerintah.
Adapun definisi pajak menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yaitu, “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
b. Fungsi Pajak
 Dalam literatur  perapajakan, pajak dikenal memiliki dua fungsi utama yakni budgeter dan fungsi regulerend. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem perpajakan fungsi tersebut mengalami pelebaran dengan ditambahnya dua fungsi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.
Berikut adalah empat fungsi pajak yang berkembang dalam literatur perpajakan:
1.  Fungsi Budgeter dalam pajak adalah fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pembiayaan program kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikumpulkan bereran dalam menjaga stabilitas keuangan Negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Fungsi Regulerend adalah peran pajak yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu diluar aspek keuangan. Secara umum, fungsi ini tampak dalam aktivitas sektor swasta.
3. Fungsi Demokrasi dalam paak adalah peran pajak sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara, di mana kebijakan perpajakan ditetapkan melalui proses legislatif yang melibatkan pemerintah dan perwakilan rakyat. Pajak mencerminkan kehendak masyarakat, bukan keputusan sepihak pemerintah, serta memberikan hak bagi warga negara untuk mengawasi penggunaan dana pajak demi kesejahteraan bersama. 
4. Fungsi Redistribusi dalam pajak adalah peran pajak dalam mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak yang dipungut dari kelompok berpenghasilan tinggi digunakan untuk membiayai program sosial, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan demikian pajak berkontribusi dalam menciptakan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial
c. Jenis Pajak
Jenis-jenis pajak dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu berdasarkan sifatnya lembaga pemungutannya dan sasaran atau objek yang dikenakan pajak.
1. Menurut Sifatnya	
a. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang menjadi beban langsung bagi wajib pajak, yang tidak dapt dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain, serta dikenankan secara periodik pada waktu-waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung ini adalah pajak penghasilan (PPh).
b. Pajak Tidak Langsung (indirect ax), merupakan jenis pajak yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain, dan pemungutannya hanya terjadi pada kondisi atau peristiwa tertentu, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Lembaga Pemungutannya
a. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya berada di bawah kewenangan pememrintah pusat melalui Kementrian Keuangan. contoh jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea materai.
b. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang kewenangan pemungutan dan penggunaannya berada pada pemerintah daerah, yaitu ditujukan untuk membiayai kebutuhan daerah setempat. Contoh dari pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak reklame, serta pajak hotel dan restoran.
3. Menurut Sasaran/Objeknya
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhitungkan keadaan pribadi dari subjek pajak, seperti dalam hal ini pada pajak penghasilan (PPh), yang penetapannya didasarkan pada kondisi pribadi wajib pajak. 
b. Pajak Objektif  adalah pajak yang ditentukan berdasarkan adanya tindakan atau peristiwa yang menjadi dasar timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi dari subjek pajak. Contoh dari pajak objektif ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu official assessment system, self assessment system dan withholding system.
1. Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak otoritas pajak (fiskus) memiliki wewenang untuk menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak.
2. Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak untuk secara mandiri menghitung membayar, serta melaporkan besaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Witholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dari penghasilan yang telah dibayarkan oleh penerima dan sekaligus langsung ditransfer ke kas Negara.
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a. Pengertian UMKM
Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 20 tahun  2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud usaha mikro adalah:  “sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai UMKM jika keuntungan bisnisnya adalah Rp 300.000.000, dan aset atau kekayaan bersihnya minimal Rp 50.000.000. kriteria UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh lembaga atau unit usaha atau perseorangan”.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kategori usaha penting dalam perekonomian, salah satunya adalah usaha kecil. 
 Usaha kecil merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan secara mandiri oleh individu atau badan usaha, tanpa adanya keterkaitan atau hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan skala menengah atau besar. Usaha ini juga tidak dimiliki atau dikendalikan oleh entitas usaha yang lebih besar. Untuk dapat dikategorikan sebagai usaha kecil, entitas tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti batas maksimal omzet atau kepemilikan aset.
Selain itu, usaha kecil harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
Kriterianya sebagai berikut: 
a) Memiliki aset senilai lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk aktivitas komersial.
b) Menghasilkan pendapatan dari penjualan tahunan yang berkisar antara lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Usaha mikro menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri dan dikelola oleh orang perorangan atau unit ekonomi yang tidak secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau anak perusahaan atau afiliasi dari usaha kecil atau besar. Kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
         Kriterianya sebagai berikut: 
a) Memiliki total kekayaan bersih antara lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan komersial.
b) Memperoleh omzet tahunan yang berada di atas Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), namun tidak melebihi Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
b. Ciri-ciri UMKM
Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KM.06/2003 tanggal 29 januari 2003, UMKM dapat diartikan sebagai berikut:
1. Usaha Mikro 
Karakteristinya adalah:
a) Jenis barang niaga tidak selalu tetap, dapat berubah sewaktu-waktu.
b) Tidak mengelola manajemen keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan ekonomi keluarga dari ekonomi komersial.
c) Tempt tindakan selalu ditentukan, dapat berpindah tempat 
d) Biasanya tidak tahu perbankan, tapi lebih banyak mengetahui tentang rentenir.
e) Rata-rata sumber daya manusia sangat rendah, biasanya pendidikan di tingkat sekolah dasar, dan mereka tidak memiliki jiwa kewirausahaan yang cukup.
f) Biasanya belum memiliki izin atau NPWP.

2. Usaha Kecil 
Karakteristiknya adalah:
a) Sumber daya manusia lebih berkembang, pendidikan menengah, SLTA dan pengalaman usaha sudah tersedia.
b) Pembukuan keuangan umumnya dilakukan, meskipun masih sederhana dengan keuangan usaha dipisahkan dari keuangan pribadi dan keluarga.
c) Sebagian besar individu atau entitas terkait dengan sektor perbankan, namun mereka belum memiliki kemampuan untuk menyusun rencana bisnis, studi kelayakan, dan proposal kedit yang diperlkan oleh bank. Oleh karena itu, mereka masih memerlukan layanan konsultasi tambahan seagai dukungan dalam proses tersebut. 
d) Mereka biasanya sudah memiliki izin usaha atau NPWP
3. Perusahaan Menengah
Karakteristiknya adalah:
a) Umumnya memliki manajemen dan organisasi yang lebih baik serta pembagian tugas yang jelas.
b) Mengelola manajemen keuangan dengan mengadopsi sistem akuntansi literatur.
c) Melaksanakan perintah kerja serta menajemen dan organisasi.
d) Telah memiliki semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.
e) Sudah memiliki akses ke sumber pembiayaan bank.
f) Mereka biasanya sudah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
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Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan antara lain:
1) Pengalihan NIK ke NPWP
Penggunaan NIK mempermudah proes pelacakan dan pendataan administratif terhadap Wajib Pajak Indonesia (WPI) maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Selain itu transpormasi dari NIK menjadi NPWP juga mencerminkan bentuk kerjasama internasional karena selaras dengn upaya global dalam pemungutan pajak melalui kolaborsi timbal balik yang menguntungkan dengan negara mitra.
2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Sesuai dengan pengesahan UU HPP, tarif pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami perubahan, pengurangan pembebasan PPN dan jasa, beberapa barang kebutuhan pokok yang sangat dibuuhkan masyarakat, antara lain jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa keuangan dan seterusnya dibebaskan dari PPN. 


3) Pajak Penghasilan (PPh)
  Untuk menerapkan tarif ini, akan ditambahkan satu kerawanan bagi Wajib Pajak dengan penghasilan di atas  5 miliar, yakni tarif PPh 35 persen, selain itu, tingkat tarif pertama dan kedua dapat berubah yaitu menurut PKP Rp 0- Rp 60 juta dan PKP di atas Rp 60 juta – Rp 250 juta.
4) Program Penemuan Sukarela Wajib Pajak
     Tujuan dari program ini adalah agar wajib pajak beritikad baik untuk mematuhi sistem perpajakan terpadu yang belum dilaksanakan namun mengedepankan rasa keadilan dengan membayar pajak penghasilan berdasarkan deklarasi harta yang peserta program pajak tercermin tidak menyampaikan atau tidak sepenuhnya tercermin dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
5) Pajak Karbon
Pemerintah Indonesia sendiri telah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen.
6) Perubahan Pada UU Bea Cukai
Perubahan ketentuan Undang-Undang cukai dengan penambahan dan pengurangan barang kena cukai.
7) Mengurangi Jumlah Sanksi Pemerintah 
Menggunakan penetapan pengurangan denda ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Wajib Pajak dan tidak menjadi beban.


2.1.5 Sanksi Perpajakan
  Sanksi perpajakan merupakan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi ini berfungsi sebagai instrumen pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi dikenakan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan perpajakan, sehingga wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan berupa pemberlakuan sanksi yang bertujuan untuk mendidik serta menghukum. Tujuan dari mendidik yaitu agar wajib pajak yang dikenai sanksi berubah menjadi lebih baik dan lebih mengerti hak dan kewajibannya. Sedangkan menghukum dalam pemberian sanksi atau tindakan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Oleh karena itu adanya pemberlakuan sanksi diharapkan wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan, 
Dengan demikian, diharapkan wajib pajak yang dikenai sanksi dapat menyadari konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya di masa mendatang. Dalam sistem perpajakan, sanksi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, dan dapat berupa penggantian kerugian negara melalui pembayaran bunga, denda, atau biaya tambahan lainnya. Sementara itu, sanksi pidana mencakup hukuman berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.
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Tabel 2.1 Adapun beberapa hasil dari penelitian terdahulu

Beberapa referensi penelitian terdahulu yang menjadi referensi pendukung untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut disajikan dalam tabel berikut:
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Zulaicha Efrita Saraswati., et al (2018)
	“Pengauh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Surakarta”.
	Variabel independen:
1. Kesadaran Pajak 
2. Sistem Administrasi Pajak Modern 
3. Sanksi Pajak

Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta
	Variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018)
	“Kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.
	Variabel independen:
1. Kesadaran Perpajakan
2. Sosialisasi Perpajakan
3. Pelayanan Fiskus
4. Sanksi Perpajakan

Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

	Evi Rahmawati et., al (2018)
	“Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajb pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp patama malang selatan”.
	Variabel independen:
1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 
2. Sanksi Perpajakan
3. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel pemahaman peraturna perpajakan berpengaruh positf dan signifikan, sedangkan sanksi perpajakn berpengaruh positif dan tidak signifikan.


Lanjutan di halaman berikutnya 
Sambungan
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Hermin Nanggola dan Siti Patimah (2019)
	“Pengaruh pemahaman peraturan, sanksi dan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan” .
	Variabel independen:
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan

Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak
	Pemahaman peraturan sanksi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

	Indra Suyoto Kurniawan., et al 
(2019)
	“Pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan dan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (survey pada UMKM yang terdaftar di UPTD citra niaga kota samarinda)”.
	Variabel independen:
1. Pemahaman Wajib Pajak tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan dan pp no 46 tahun 2013 

Variabel dependen:
1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Pemahaman wajib pajak tentang ketentuan umum perpajakan, dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

	Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B (2020)
	“Kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kpp pratama”. 
	Variabel independen:
1. 1. Kesadaran Wajib Pajak
2. 2.Pengetahuan perpajakan 
3. 3.Sanksi Perpajakan

Variabel dependen:
1. 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kpp pratama


Sumber: Hasil Olahan Data(2024)




[bookmark: _Toc201131481]Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah tentang Undang-undang Harmonisasi, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:
 Aryana herdianti azzahra, (2022)  analisis perhitungan pajak penghasilan untuk pelaku UMKM dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (studi kasus umatun markumah tax consulting)
Sama-sama membahas tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Perbedaannya terdapat pada objek dan waktu penelitian yang ditentukan
Teori Atribusi


Pemahaman Wajib Pajak Tentang Undang-undang Harmonisasi (X1)

Sanksi 
Perpajakan (X2)



Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
0)



Gambar 2.1 Kerangka Konsep
   Sumber: Data Diolah, 2024





2.4 Hipotesis Penelitian 
2.4.1 Pemahaman Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disusun dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui regulasi ini, diharapkan para pelaku UMKM semakin menyadari dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam penelitian (kurniawan,2017) berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh undang-undang harmonisasi Peraturan perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu dimiliki oleh seluruh pihak terkait, baik dari sisi wajib pajak maupun aparat, guna mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Pemahaman Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 



2.4.3  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti, dengan artian lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, dengan adanya sanksi pajak ini agar dapat memberikan efek jera terhadap wajib pajak UKM yang melanggar norma agar terciptanya kepatuhan wajib pajak.
Dalam penelitian (Siahaan & Halimatusyadiyah, 2018) dan (Perdana, 2020) berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan  maka diperoleh kesimpulan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diterapkannya sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk memberikan rasa takut dan efek jera terhadap pelanggar pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM    
2.5 [bookmark: _Toc201131482]Model Penelitian 
Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, peneliti memaparkan model penelitian sebagai berikut :




Pemahaman Undang-undang Harmonisasi 
X1

Kepatuhan Wajib Pajak 
Y

)Sanksi Perpajakan 
X2




[bookmark: _Toc201131484]Gambar 2.5  Model Penelitian 
Sumber: Data Diolah, 2024
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Definisi operasional variabel yang digunakan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Model empiris dapat mempunyai sebuah variabel dependen ataupun lebih. Variabel adalah suatu simbol atau yang berisi suatu nilai. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.
3.1.1 Variabel Independen
Variabel independen (X) merupakan variabel yang memengaruhi variabel lain dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, variabel yang berfungsi sebagai variabel independen adalah:
1. Pemahaman Undang-Undang Harmonisasi (X1)
Pemahaman Undang-Undang harmonisasi perpajakan adalah proses atau pembuatan wajib pajak untuk memahami aturan yang ada didalamnya, untuk menaati peraturan (kurniawan, 2017). Ada beberapa indikator variabel pemahaman undang-undang harmonisasi (X1) yaitu:
a. Pemahaman tentang Undang-Undang Harmonisasi 
b. Tarif pajak, dasar pengenaan, dan
c. Hak dan  kewajiban wajib pajak
Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan Skala Likert (Likert Scale) 1-5 dengan rincian sebagai berikut (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat setuju. Skala Likert 1-5 akan digunakan untuk 6 pertanyaan dalam kuesiner penelitian ini.
2. Sanksi Perpajakan (X2)
 Variabel independen kedua (X2) dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan bentuk kebijakan yang diterapkan kepada wajib pajak dengan tujuan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran.
Dalam (Paembonan et al, 2019) indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu:
a. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas
b. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi
c. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan harus memberikan efek jera
Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan Skala Likert (Likert Skala) 1-5 dengan rincian sebagai berikut (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju dan (5) sangat setuju. Skala Likert 1-5 akan digunakan untuk 3 pertanyaan dalam koesioner penelitian ini.


3.1.2 Variabel Dependen
Variabel terikat (Y) atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen kepatuhan wajib pajak(Y) adalah tindakan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu:
a. Pendaftaran wajib pajak,
b. Perhitungan pajak,dan
c. Pembayaran pajak
Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Skala Likert (Likert Scale) 1-5 dengan rincian sebagai berikut (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. Skala Likert akan digunakan untuk 6 pertanyaan dalam koesioner penelitian ini.
[bookmark: _Toc201131488]Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sampel adalah UMKM yang berada di Kota Samarinda. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu dengan metode purpose sampling. Metode purpose sampling adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu bagi sampel yang diambil. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil- menengah yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Diperoleh sampel sebanyak 80 responden. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:
(1) Terdaftar pada kantor pajak KPP Pratama Samarinda 
(2) Wajib pajak orang pribadi UMKM yang ada di kota Samarinda
[bookmark: _Toc201131489]3.3 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini  yaitu data primer berupa kuesioner, yang berisi beberapa pernyataan mengenai, pemahaman undang-undang harmonisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
[bookmark: _Toc201131490]3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan  kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang akan ditujkan kepada responden. Adapun pernyataan dalam kuesioner mempresentasikan pendapat responden dalam skala 1-5. Nilai skala ini menggunakan skala likert, seperti tabel dibawah ini:
        Tabel 3.1 Skala Likert
	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Setuju
	5

	Setuju
	4

	Netral
	3

	Tidak Setuju
	2

	Sangat Tidak Setuju
	1



[bookmark: _Toc201131491]3.5 Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan SmartPLS versi 4 dengan pendekatan Struktural Equation Modelling. PLS menjelaskan hubungan antara variabel laten (tak terukur langsung) dan variabel manifest (diukur menggunakan indikator-indikator). Partial Least Square Path Modeling secara umum dibentuk dari dua bagian yaitu outer model dan inner model (Ghozali & Latan, 2015).
3.5.1 Uji Validitas
Uji validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrument atau pernyataan dalam koesioner. Uji validitas digunakan untuk menguji koesioner yang digunakan apakah sudah memenuhi syarat validitas (Ghozali, 2018).
Pengujian validitas mencakup beberapa level alat analisis PLS antara lain:
1) Uji validitas konvergen dilihat dari nilai-nilai loading faktor untuk ukuran konstruk (manifest variabel). Rule of thum adalah dengan menggunakan nilai loading faktor (>0,70) atau sering digunakan nilai ukur average variance extracted (AVE) yang besarannya (<0,50) (Ghozali & Latan, 2015).
2) Validitas diskriminan merupakan faktor cross laoding yang sangat berguna untuk mengetahui apakah suatu konstruk memiliki diskriminan yang cukup dengan cara membandingkan nilai-nilai loading dari konstruk yang dimaksud. Nilai ini harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading konstruk lain.
3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen
Tujuan pengujian reliabilitas instrumen adalah untuk mengetahui apakah instrumen tersebut dapat mengukur secara konsisten atau andal, dan apakah instrument tersebut dapat dianggap andal jika memberikan hasil yang konsisten. Alat olah data yaitu menggunakan program smartPLS 4, dilakukan dengan menghitung nilai composite reliability untuk mengukur konstruk dan dapat reliabel. Variabel dapat dipercaya jika nilai composite reliability >0,06 serta nilai crobach’s alpha yang digunakan untuk mengukur batas nilai bawah dari nilai reliabilitas dari konstruk yang mempunyai nilai >0,70 (Ghozali & Latan,2015).
[bookmark: _Toc201131492]3.6Analisis Statistik Deskriftif
Analisis statistic deskriftif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tanggapan responden berdasarkan indikator pengukuran setiap variabel yang digunakan dalam koesioner. Yakni analisis deskriftif yang dilakukan dengan mengumpulkan tanggapan responden yang diukur dalam skala 1-5.
d. Model Pengukuran atau Outer Model
1) Uji Validitas
Uji validitas sendiri terdiri dar validitas konvergen dan validitas diskriminan.
· Validitas konvergen
Pengujian yang dilakukan dengan melihat nilai loading faktor dan membandingkan rule of thumb (>0,70). Kemudian melihat angka nilai ukur dari of average variance extracted (AVE) yaitu (>0,05)
· Validitas diskriminan
Uji yang digunakan untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai cross loading masing-masing indikator dibandingkan dengan indikator variabel lainnya (Ghozali & Latan, 2015).
2) Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan apabila nilai composite reliability >0,60 serta nilai cronbach’s alpha yang dipergunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dengan nilai >0,70 (Ghozali & Latan, 2015).
3.6.1 Model Struktural atau Inner Model
Ada beberapa model yang digunakan d alam mengevaluasi model structural (inner model), yaitu R-square, F-square dan estimasi koefisien jalur.
e. R-square, yang digunakan untuk menghitung hubungan tingkat variasi dependen dan independen. Jika nilai R-Square sebesar 0,75 berarti model kuat 0,05 sedang dan 0,25 lemah (Ghozali & Latan, 2015)
f. F-square, yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Penilaian angka F-square adalah jika 0,35 maka menunjukkan model yang kuat 0,05 menunjukkan model moderate/sedang, 0,02 menunjukkan model lemah (Ghozali & Latan, 2015).
g. Estimasi koefisien jalur dalam hubungan antar variabel pada model struktural harus menunjukkan signifikansi. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh melalui metode bootstrapping (Ghozali & Latan, 2015).
3.6.2 Uji Hipotesis
Langkah selanjutnya adalah menunjukkan apakah varibel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dibuat untuk menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Tingkat signifikansi p-value adalah kurang dari 0,05 (alpha 5%) dengan pengujian hipotesis satu arah. 
Kriteria hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai path kuefisien positif dan tingkat signifikansi p-value <0,05 makan mennjukkan hipotesis diterima.
2) Jika nilai path kuefisien negatif atau tingkat signifikansi p-value >0,05 maka menunjukkan hipotesis ditolak.
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[bookmark: _Toc201131495]4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pelaku wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samainda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh melalui penyebaran koesioner kepada pelaku UMKM di Samarinda, dengan total sampel sebanyak 80 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.
4.1.1 Jenis Kelamin Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan data 80 wajib pajak UMKM orang pribadi di Kota Samarinda dapat dilihat responden pria berjumlah  36 orang dengan presentase 45% dan wanita berjumlah 44 orang dengan presentase 55%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden wanita adalah yang paling banyak.
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden
	Jenis kelamin
	Jumlah
	Presentase

	Pria 
	36
	45%

	Wanita
	44
	55%

	Total
	80
	100


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
4.1.2 Usia Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan data 80 wajib pajak UMKM orang  pribadi di Kota Samarinda dapat diketahui jumlah usia responden dengan usia < 25 sebesar 56%, untuk usia 25- 35 tahun sebesar 39% dan usia > 36 Tahun sebesar 5%. Hasil menunjukkan bahwa responden yang terbanyak pada posisi usia < 25 tahun yaitu berjumlah 45 orang yang berarti usia ini berada pada kelompok produktif bekerja dan memili potensi untuk menghasilkan pendapatan.
Tabel 4.2 Usia Responden
	Usia
	Jumlah
	Presentase

	< 25 Tahun
	45
	56%

	25 – 35 Tahun
	31
	39%

	>36 Tahun
	4
	5%

	Total
	80
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)

4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan data 80 wajib pajak UMKM orang pribadi di Kota Samarinda dapat diketahui bahwa jumlah responden untuk pendidikan SMA/Sederajat sebesar 44% diploma sebesar 26% dan D4/S1/S2 sebesar 30%.
Tabel 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah
	Presentase

	SMA/Sederajat
	35
	44%

	Diploma
	21
	26%

	D4/S1/S2
	24
	30%

	Total
	80
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
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Statistik deskiftif merupakan gambaran atau penjelasan tanggapan responden terhadap pernyataan berdasarkan pengukuran pada setiap variabel. Analisis deskriftif dilakukan dengan menggabungkan tanggapan wajib pajak UMKM orang pribadi atau perorangan dan mengukurnya dalam skala 1 sampai 5.
4.2.1 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Variabel kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan diukur menggunakan enam indikator dengan enam pernyataan. Table berikut adalah hasil analisis deskriptif variabel ini yang digambarkan dengan hasil rata-rata (mean), yaitu:


Tabel 4.4 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	
Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)
Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y1
	0
	2
	28
	35
	15
	3,79

	Y2
	0
	3
	33
	34
	10
	3,63

	Y3
	0
	4
	33
	32
	11
	3,62

	Y4
	0
	4
	34
	32
	10
	3,60

	Y5
	0
	4
	36
	32
	8
	3,55

	Y6
	0
	4
	37
	29
	10
	3,57

	Rata-rata (mean) variabel
	3,62


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Dari tabel diatas hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.1 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,79. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan sukarela ke KPP (Kantor Pajak Pelayanan). Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.2 diperole mean yang berjumlah 3,63. Dengan demikian menyatakan wajib pajak orang pribadi selalu melaporkan dan mengisi SPT dan SSP mereka dengan tepat waktu. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.3 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,62. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi selalu menyampaikan SPT dan SSP mereka dengan sebelum batas waktu yang yang telah ditentukan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.4 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,60. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi selalu menghitung pajak terutang dengan benar dan sesuai dengan apa yang ada. Hasil deskriptif dari pernyataan Y.5 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,55. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi selalu membayar pajak terutang dengan jumlah yang benar dan tepat waktu. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan Y.6 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,57. Dengan demikian wajib pajak orang pribadi meningkat kepatuhan wajib pajaknya dikarenakan adengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP. 
4.2.2 Analisis Deskriftif Pemahaman Undang-undang Harmonisasi (X1)
Variabel pemahaman undang-undang harmonisasi diukur dengan menggunakan enam indikator dengan enam pernyataan. Tabel berikut adalah hasil analisis deskriptif variabel ini yang digambarkan dengan nilai hasil rata-rata (mean), yaitu:
Tabel 4.5 Deskriptif Variabel Pemahaman Undang-undang Harmonisasi (X1)   
	

Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)
Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	0
	1
	28
	44
	7
	3,71

	X1.2
	0
	1
	27
	35
	9
	3,65

	X1.3
	0
	2
	27
	39
	12
	3,77

	X1.4
	0
	2
	30
	38
	10
	3,70

	X1.5
	0
	2
	31
	37
	10
	3,69

	X1.6
	0
	2
	33
	36
	9
	3,65

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,70


Sumber: Hasil Diolah Data (2024) 
Dari tabel diatas hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.1 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,71. Dengan demikian menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi telah mengetahui tentang adanya peraturan peraturan undang-undang harmonisasi. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.2 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,65. Dengan demikianmenyatakan bahwa kriteria undang-undang harmonisasi adalah wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.3 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,77. Dengan demikian menyatakan dengan adanya peraturan undang-undang harmonisasi wajib pajak orang pribadi lebih giat dalam membayar pajak. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.4 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,70. Dengan demikian menyatakan undang-undang harmonisasi dikenakan pajak lebih sedikit dan lebih mudah daripada entitas umum lainnya. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.5 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,69. Dengan demikian menyatakan wajib pajak memahami tarif pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak dikarenakan dengan adanya undang-undang harmoniasasi. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X1.6 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,65. Dengan sdemikian menyatakan kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut dengan lima tahun pajak.
4.2.3 Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan (X2)
Dalam penelitian ini variabel sanksi perpajakan diukur dengan menggunakan tiga indikator dengan tiga pernyataan. Tabel berikut adalah hasil analisis deskriptif variabel yang digambarkan dengan hasil rata-rata (mean), yaitu:
Tabel 4.6 Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X2)
	
Indikator 
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)
Indikator

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	1
	7
	25
	32
	15
	3,67

	X2.2
	1
	7
	35
	29
	8
	3,45

	X2.3
	1
	6
	25
	35
	13
	3,67

	Rata-rata (mean) Variabel
	3,60


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Dari tabel diatas hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.1 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,67. Dengan demikian menyatakan sanksi diberikan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.2 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,45. Dengan demikian menyatakan sanksi diberikan bersifat adil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hasil analisis deskriptif dari pernyataan X2.3 diperoleh nilai mean yang berjumlah 3,67. Dengan demikian menyatakan bahwa sanksi yang dilakukan oleh pelanggar sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
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4.3.1 Model Pengukuran atau Outer Model
1) Uji Validitas 
Uji validitas yaitu convergent validity dan discriminant validity
a. Validitas konvergen (convergent validity)
Pengujian validitas konvergen dengan melihat nilai loading factor (>0,70) dan melihat nilai ukur average variance extracted (AVE) yang besarnya (>0,50) (Ghozali  & Latan, 2015). Nilai outer loading dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.7 Outer Loading
	Variabel
	Instrument 
	Outer Loading
	Keterangan

	Pemahaman Undang-undang Harmonisasi 
	X1.1
	0,769
	Valid

	
	X1.2
	0,718
	Valid

	
	X1.3
	0,822
	Valid

	
	X1.4
	0,775
	Valid

	
	X1.5
	0,811
	Valid

	
	X1.6
	0,828
	Valid

	Sanksi Perpajakan
	X2.1
	0,851
	Valid

	
	X2.2
	0,824
	Valid

	
	X2.3
	0,893
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Dari tabel 4.8 menyatakan bahwa semua indikator dari outer loading memiliki nilai >0,70 yang menunjukkan bahwa konstruk dapat diterima. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian baik digunakan.
Tabel 4.8 Nilai AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Pemahaman Undang-undang Harmonisasi (X1)
	0,621
	Valid

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,734
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,642
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai AVE (Average Variance Extracted) yang memiliki nilai >0,50 yang menunjukkan nilai valid dan memenuhi syarat.
b. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Pengujian validitas diskriminan yaitu dengan membandingkan nilai korelasi masing-masing variabel dengan indikatornya harus lebih besar dibandingkan korelasi variabel dengan indictor variabel lainnya (Ghozali & Latan, 2015). Nilai cross loading dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 4.9 Hasil Cross Loading
	Variabel
	X1
	X2
	Y

	X1.1
	0,769
	
	

	X1.2
	0,718
	
	

	X1.3
	0,822
	
	

	X1.4
	0,775
	
	

	X1.5
	0,811
	
	

	X1.6
	0,828
	
	

	X2.1
	
	0,851
	

	X2.2
	
	0,824
	

	X2.3
	
	0,893
	

	Y1
	
	
	0,722

	Y2
	
	
	0,813

	Y3
	
	
	0,837

	Y4
	
	
	0,750

	Y5
	
	
	0,792

	Y6
	
	
	0,883


Sumber: Hasil Olahan Data (024)
Dari tabel 4. 10 menunjukkan  bahwa korelasi variabel laten dengan indikator sudah lebih besar dibanding dengan ukuran variabel latennya. Nilai cross loading variabel >0,50. Hal ini dapat disimpulkan bahwa analisis data penelitian baik digunakan dan tidak ada masalah pada validitas diskriminan.
2)  Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah suatu konstruk dengan indikator refleksif mampu mengukur secara konsisten atau reliable. Uji reliailitas diukur menggunakan dua kualifiksi yaitu composite reliability dan cronbachs alpha.
Tabel 4.10 Hasil Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Composite 
Reliability
	Cronbach’s
Alpha
	Keterangan

	Pemahaman Undang-undang Harmonisasi (X1)
	0,908
	0,878
	Reliabel

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,892
	0,819
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,915
	0,889
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa composite reliability dan cronbach’s alpha dari seluruh variabel memiliki nilai >0,7. Nilai tersebut membuktikan kekonsistensian serta kestabilan instrumen dalam pernyataan yang disampaikan pada responden. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap pernyataan terbukti reliabel sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas.
4.3.2 Model Struktural atau Inner Model
Ada beberapa model yang digunakan yaitu model struktural (inner model) yaitu R-Square dan Estimasi koefisien jalur.

1. R-Square
R-Square digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat variasi variabel dependen dengan independen. Penilaian angka R-Square adalah sebagai berikut nilai 0,75 menunjukkan  model kuat, nilai 0,05 menunjukkan model sedang atau moderate, sedangkan nilai 0,25 menunjukkan model lemah. Hasil olah data R-Square data dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.11 Hasil R-Square
	Keterangan
	R-Square
	R-Square Adjusted

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,505
	0,492


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Dari tabel 4.12 menyatakan nilai R-Square sebesar 0,505 yang menunjukkan  50,5 % hal ini data dilihat bahwa variabel dependen kepatuhan waib pajak menunjukkan model moderat atau sedang, sedangkan sisanya 49,5% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
2. F-Square 
F-Square bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Penilaian angka F-Square adalah jika 0,35 maka menunjukkan model kuat, 0,15 menunjukkan model moderate/sedang, 0,02 menunjukkan model lemah. Hasil olah data F-Square dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.12  Hasil F-Square
	Keterangan
	F-Square

	Pemahaman Undang-undang Harmonisasi (X1)
	0,824

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,013


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
3. Estimasi Koefisien Jalur 
[image: ]
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          Sumber: Hasil Olahan Data (2024)

Setiap hipotesis dimodelkan statistik menggunakakan uji PLS. pada sampel pendekatan bootstrap digunakan. Untuk mengurangi data yang menyimpang, digunakan pengujian dengan bootstrapping. Temuan uji bootstrap analisis PLS adalah sebagai berikut:
1. H1: Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa hubungan variabel undang-undang harmonisasi (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu 0,678, dengan rata-rata sampelnya yaitu 0,676, dengan standard deviasinya yaitu 0,58, pada t-statistik yaitu 11,711 dengan probabilitas 0,000 atau 0,00%, nilai p-values lebih kecil dari 0,05. Yang berarti undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan atas kepatuhan wajib pajak atau hipotesis 1 diterima
2. H2: Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa hubungan variabel pengaruh sanksi perpajakan (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu 0,84, dengan rata-rata sampelnya yaitu 0,103, dengan standard deviasinya yaitu 0,097, pada t-statistik yaitu 0,868 dengan probabilitas 0,386 atau 38% nilai P-value lebih besar 0,05 yang berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak atau hipotesis 2 ditolak.
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Adapun ringkasan dari pengujian hipotesis yang dilakukan yaitu:
Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil pengujian Hipotesis
	
	Hipotesis
	Keterangan

	H1
	Pemahaman undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
	
Diterima

	H2
	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
	
Ditolak


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
4.4.1 Pemahaman Undang-undang Harmonissi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Pengujian pertama menyatakan pemahaman undang-undang harmonisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kota Samarinda. Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Wajib pajak UMKM yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik akan memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Menurut data analisis deskriftif yang tersaji di tabel 4.6 menyatakan bahwa jawaban responden memiliki rata-rata sebesar 3,70, maka termasuk kategori setuju, artinya bahwa wajib pajak UMKM orang pribadi di kota Samarinda rata-rata sudah memahami peraturan perpajakan seperti mengetahui adanya peraturan undang-undang harmonisai, perpajakan yang dikenakan lebih sedikit dan lebih mudah, dan tarif pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya hal tersebut wajib pajak UMKM memiliki pemahaman perpajakan yang baik. Dengan adanya pemahaman perpajakan yang memadai oleh wajib pajak, maka juga akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembayaran pajak yang meningkat. 
Berdasarkan teori atribusi pemahaman perpajakan mencakup faktor-faktor internal wajib pajak yang dapat mengambil keputusan mengenai perilaku ataupun dijadikan wajib pajak ketika melaksanakan perpajakannya. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pemahamn merupakan tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki seorang wajib pajak (Prayoga dkk, 2021). Oleh karena itu wajib pajak perlu memiliki pemahaman perpajakan dan mampu memahaminya.
Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Evi Rahmawati et al, 2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
4.4.2 Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian yang kedua menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan atau negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Febtrina et al, 2021 ).  Menyatakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan penerapan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Semakin tegas sanksi yang dijatuhkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. menurut data analisis deskriptif yang tersaji pada tabel 4.7 menyatakan bahwa jawaban responden memilih rata-rata sebesar 3,60, maka termasuk kategori setuju. Akan tetapi pada hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS penelitian sanksi perpajakan tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadikan tolak ukur bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
 Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan dipandang sebagai faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kondisi luar, yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak karena sanksi tersebut diterapkan oleh otoritas pajak yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menentukan sikap patuh terhadap pajak (Febriani & Rahayu, 2020). 
Hasil penelitian ini searah dengan yang dilakukan oleh (Evi Rahmawati et al, 2018) yang menyatakan bahwa semakin tegas sanksi maka ketaatan wajib pajak UMKM akan semakin turun. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
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Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut
1. Pemahaman terhadap Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pengaruh positif. Pemahaman ini membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah, sehingga mengurangi hambatan untuk menunda, tidak membayar, atau tidak melaporkan pajaknya. Dengan demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak menjad lebih tinggi.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan bahwa sebagian wajib pajak sebagian besar belum memahami ketentuan mengenai sanksi pajak
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Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan agar dapat menambah kesadaran wajib pajak dan memahami 
pentingnya perpajakan bagi negara serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
2. Kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut wajib pajak UMKM di kota Samarinda, sanksi perpajakan terhadap pelaku kejahatan dinilai cukup adil. Dengan begitu, wajib pajak melalui sanksi perpajakan yang berlaku berdampak  baik sehingga tingkat kepatuhan juga semakin tinggi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Peneliti lain yang berminat untuk meneliti topik serupa dapat mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel yang belum tercakup dalam penelitian ini serta dapat menambahkan sejumlah pertanyaan pada kuesioner untuk penelitian berikutnya. 
b. Untuk memperbanyak jumlah responden dan juga memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini  agar memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang sesuai.
c. Bagi penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan item pertanyaan dalam koesioner agar dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan dalam penelitian.
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LAMPIRAN




Lampiran 1. Nama dan Alamat UMKM
	No
	Nama
	Alamat UMKM

	1.
	ASP Parts
	Jl. Antasari No. 45

	2.
	Rasya Collection
	Jl. Perjuangan

	3.
	Del’s Bakery
	Jl. Perjuangan

	4.
	Toko Peci Hidayat Muslim
	Jl. Wahid Hasyim 1 Rt. 07

	5.
	AIDA Cake
	Jl. KH. Samanhudi Rt. 05

	6.
	My. Caramel
	Jl. Gatot Subroto Rt. 46

	7.
	Toko Roni Indah
	Jl. Ir Juanda No. 05

	8.
	Suryana Helm
	Jl. P. Suryanata

	9.
	Dew’s Beauty
	Jl. P. Suryanata No. 23 a

	10.
	Istana Jamu Herbal
	Jl. P. Suryanata R. 04

	11.
	Mida Ahmad Hijab
	Jl. H. M. Saleh Arsyid Rt. 24

	12.
	Jaya Lestari 
	Jl. Sultan Alimuddin Rt. 34

	13.
	Millshop Samarinda
	Jl. Sultan Alimuddin

	14.
	Aurelia Laundry
	Jl. Sejati, Selili

	15.
	Pentol 3 Putri
	Jl. Sejati Sunga Kapih

	16.
	Stygallery
	Gg. Arwana 1, Selili

	17.
	Zahra Collection
	Jl. Sungai Kapih Sambutan

	18.
	Jualanku Smr
	Perumahan Puri Indah, blk. 1

	19.
	Dua Bersaudara
	Jl. Sungai Kapih Gg. Arwana

	20.
	Ocha Frozen
	Jl. Kesehatan, Sungai Kapih

	21
	Hore Food
	Jl. Pangeran Suryanata

	22
	Kuliner
	Perum Pondok Karya Indah

	23
	Restuff. Id
	Jl. Pasundan, Kampung Jawa

	24
	Lily Gorden
	Jl. Pasundan

	25
	EMDE Beauty
	Jl. Anggur

	26
	Toko Manis Manja
	Jl. Batubara Rt. 24

	27
	Mja Dekorasi
	Jl. Siti Aisyah

	28
	Maqribi
	Jl. Biawan, Sidomulya

	29
	Essei Store
	Jl. Siti Aisyah, Telok Lerong

	30
	MCON Light
	Jl. Jelawat, Sidomulya

	31
	Bulan Photo
	Jl. Otto Iskandar, Sidodamai

	32
	Sangkang Indah
	Jl. Otto Iskandar

	33
	Flowesls
	Jl. Trisari Rt. 23

	34
	Zhasya Collection
	Jl. Sungai Kapih, Gg Arwana

	35
	Adzkira
	Jl. P. Antasari

	36
	Kopi Shauca
	Jl. Yos Sudarso

	37
	Electranet
	Jl. Yos Sudarso

	38
	Toekang Printing
	Jl. Sidomulyo Gg. 02

	39
	Namira Medika
	Jl. Kehewanan Rt. 08

	40
	Kenzo
	Jl. Tatako, Sungai Kapih

	41
	Zh. Gallery
	Gg. 15 Telok Lerong Ilir

	42
	AMW Vape Store
	Jl. Siradj Salman, Air Hitam

	43
	Magazca Fashion
	Jl. Siradj Salman No. 09C

	44
	Toko sembako Ahuy
	Jl. Urip Sumarjo Rt. 40

	45
	Amplang Annisa
	Jl. Sultan Alimuddin Rt. 25

	46
	Warung Makan Naufal
	Jl. Biawan Gg. 6 Rt. 25

	47
	Penjahit Samarinda
	Jl. Wijaya Kusuma 3

	48
	Bengkel Las Ma’ruf
	Jl.Otiska Gg. 12 Rt.15

	49
	Percetakan Hendra
	Jl. Jelawat Gg. 08 Rt. 03

	50
	Generasi Knalpot
	Jl. Slamet Riyadi Rt. 12

	51
	Took Febby
	Jl. Slamet Riyadi

	52
	TK. Usaha CSM Electronik
	Jl. Ulin No 30

	53
	Took Beras BDS
	Jl. Ulin No. 101

	54
	Emak Makaroni
	Jl. Rimbawa II

	55
	Little Bilal
	Jl. MT Haryono No 25

	56
	Wing Military
	Jl. K. H. Fakhruddin No. 06

	57
	Bintang Filter
	Jl. Merdeka No. 33

	58
	Anugrah Games
	Jl. Wijaya Kusuma Blk. A

	59
	Mawar Kopi
	Jl. Mawar

	60
	UD Taufik Jaya Makmur
	Jl. Rumbia Rt. 19

	61
	Bakso CSDW
	Jl. Subulus Salam Gg. Widodo

	62
	Warung Makan Misran
	Jl. Pesut Rt. 12

	63
	Cinta Jaya
	Jl. Aziz Samad Blk. C Rt. 35

	64
	Sebelas Smr
	Jl. Rotan Semambu No. 20

	65
	Days Store
	Jl. Juanda 8

	66
	Rumah Makan Bukit Indah
	Jl. Sultan Alimuddin, Selili

	67
	Fitry Bakery
	Jl. Pelita No 56

	68
	Hesandra Indonesia
	Jl. Juanda No. 221 B

	69
	R. Eklusif
	Jl. Anggur 

	70
	Cloverthriftr. Co
	Jl. Anggur No. 24

	71
	Robbystore
	Jl. Marsda A. Saleh No. 38

	72
	Viogrey Fashion
	Jl. KS Tubun Dalam Rt. 14 No. 25

	73
	Mig Jaya
	Jl. MT Haryono Rt. 10

	74
	Toko Wahyu
	Jl. Anggur Rt. 08

	75
	Rumah Belanja
	Jl. Marsda A. Saleh

	76
	Lapo Tao Toba
	Jl. Gelatik, Gg Surya

	77
	Ngeboel Vapestore
	Jl. MT Haryono No. 29

	78
	Toko Hassa
	Jl MT HAryono

	79
	Butik Azalea
	Jl. Juanda No. 22

	80
	Toko Sangkuriang
	Jl. Perjuangan







Lampiran 2. Koesioner Penelitian
PENGANTAR
Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pemahaman Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.
Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama			: Marini Agustina
Nim			: 1901036192
Program studi		: S1 Akuntansi
Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden dengan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i hanya digunakan untuk kepentingan peneliti. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat besar sekali untuk kelancaran penelitian saya.
Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

								  Hormat Saya
             
						           	           Marini Agustina
Koesioner penelitian
Deskriptif Responden		
Nama 				:
Usia				:
Jenis Kelamin			:
Pendidikan Terakhir		:
Petunjuk Pengisian Koesioner
Petunjuk :
Pilihlah jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat bapak/ibu dan saudara/i responden



Keterangan :
SS	: Sangat Setuju
S	: Setuju
N	: Netral
TS	: Tidak Setuju
STS	: Sangat Tidak Setuju

Pertanyaan/ wawancara koesioner kepada responden
Berilah tanda centang pada pertanyaan di bawah ini (
Pemahaman undang-undang harmonisasi
	
No
	
Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Apakah anda sudah megetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan harmonisasi yang digunakan untuk wajib pajak UMKM
	
	
	
	
	

	2
	Salah satu kriteria wajib pajak menurut undang-undang harmonisasi adalah wajib pajak orang pribadi. 
	
	
	
	
	

	3
	Adanya peraturan wajib pajak undang-undang harmonisasi membuat saya lebih giat membayar wajib pajak UMKM
	
	
	
	
	

	4
	Undang-undang harmonisasi perpajakan dikenakan pajak lebih sedikit dan lebih mudah daripada entitas bisnis umum lainnya.
	
	
	
	
	

	5
	Saya memahami karena adanya tarif pajak undang-undang harmonisasi dapat memudahkan saya dalam membayar pajak UMKM
	
	
	
	
	

	6
	Kompensasi Kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut dengan 5 (lima) tahun pajak
	
	
	
	
	



Kepatuhan wajib pajak
	
No
	
Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara suka rela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
	
	
	
	
	

	2
	Saya selalu mengisi SPT dan SSP sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan melaporkannya dengan tepat waktu
	
	
	
	
	

	3
	Saya menyampaikan SPT dan SSP ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian
	
	
	
	
	

	4
	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan sesuai dengan apa yang ada
	
	
	
	
	

	5
	Saya selalu membayar pajak terutang dengan jumlah yang benar dan tepat waktu
	
	
	
	
	

	6
	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
	
	
	
	
	








Sanksi Perpajakan

	
No
	
Pernyataan
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Pengenaan  sanksi yang tegas bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak
	
	
	
	
	

	2
	Sanksi diberikan bersifat adil sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak  mengetahui bahwa menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak embayar pajak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai besaran pelanggarannya
	
	
	
	
	

	5
	wajib pajak mengetahui sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak
	
	
	
	
	

	6
	Wajib pajak mengetahui sanksi adinistrasi maupun sanksi pidana diberikan langsung untuk memberikan efek jera dan sebagai sarana mendidik wajib pajak
	
	
	
	
	

	7
	wajib pajak mengetahui bahwa semua pihak yang melakukan pelanggaran perpajakan harus dikenakan sanksi pajak tanpa toleransi apapun
	
	
	
	
	

	8
	Wajib pajak mengetahui bahwa sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak
	
	
	
	
	
















Lampiran 3. Tabulasi Data
Tabulasi Data Variabel Pemahaman Undang-undang Harmonisasi (X1)
	No.
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	X1.6

	1
	4
	5
	5
	5
	4
	4

	2
	4
	5
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	5
	4
	4
	4
	4

	4
	5
	3
	4
	4
	4
	4

	5
	4
	3
	4
	5
	5
	5

	6
	5
	5
	5
	4
	5
	5

	7
	4
	4
	5
	5
	4
	4

	8
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	9
	4
	4
	5
	4
	4
	4

	10
	4
	4
	5
	4
	4
	4

	11
	4
	4
	2
	2
	4
	4

	12
	4
	3
	4
	4
	5
	3

	13
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	14
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	16
	4
	4
	5
	5
	4
	4

	17
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	18
	3
	3
	5
	5
	3
	3

	19
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	20
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	21
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	22
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	23
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	24
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	25
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	26
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	27
	4
	3
	4
	4
	3
	3

	28
	4
	3
	4
	3
	3
	3

	29
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	30
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	31
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	32
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	33
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	34
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	35
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	36
	4
	4
	4
	3
	4
	4

	37
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	38
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	39
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	40
	3
	3
	4
	3
	4
	4

	41
	4
	4
	4
	4
	3
	3

	42
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	43
	3
	4
	3
	3
	3
	3

	44
	4
	3
	4
	4
	3
	3

	45
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	46
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	47
	3
	3
	4
	4
	3
	3

	48
	3
	3
	4
	4
	3
	3

	49
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	50
	4
	3
	3
	3
	2
	2

	51
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	52
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	53
	4
	4
	4
	4
	3
	3

	54
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	55
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	56
	4
	4
	3
	3
	4
	4

	57
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	58
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	59
	3
	3
	4
	4
	3
	3

	60
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	61
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	62
	4
	3
	3
	3
	4
	4

	63
	3
	4
	4
	4
	3
	3

	64
	4
	3
	4
	4
	3
	3

	65
	3
	4
	4
	3
	4
	4

	66
	4
	3
	4
	4
	3
	3

	67
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	68
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	69
	4
	4
	4
	3
	4
	4

	70
	4
	4
	5
	5
	4
	4

	71
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	72
	5
	4
	4
	4
	5
	4

	73
	4
	4
	4
	4
	3
	3

	74
	4
	4
	4
	4
	3
	4

	75
	3
	4
	3
	3
	4
	3

	76
	4
	4
	4
	4
	4
	3

	77
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	78
	4
	3
	4
	4
	3
	5

	79
	3
	4
	4
	4
	3
	3

	80
	3
	4
	3
	3
	4
	3












Tabulasi Data Variabel Sanksi Perpajakan (X2)
	No
	X2.1
	X2.2
	X2.3

	1
	4
	3
	4

	2
	5
	5
	5

	3
	4
	3
	4

	4
	4
	3
	4

	5
	5
	3
	5

	6
	4
	3
	4

	7
	4
	3
	3

	8
	5
	5
	5

	9
	5
	4
	5

	10
	4
	4
	4

	11
	5
	1
	2

	12
	5
	3
	5

	13
	5
	3
	5

	14
	3
	3
	3

	15
	3
	3
	3

	16
	4
	4
	4

	17
	5
	5
	5

	18
	3
	3
	3

	19
	4
	4
	4

	20
	3
	3
	3

	21
	4
	4
	4

	22
	5
	5
	5

	23
	5
	4
	5

	24
	3
	3
	3

	25
	3
	3
	3

	26
	2
	2
	2

	27
	4
	3
	2

	28
	4
	3
	4

	29
	4
	4
	4

	30
	4
	5
	5

	31
	4
	4
	4

	32
	2
	2
	1

	33
	1
	2
	3

	34
	5
	5
	5

	35
	3
	2
	3

	36
	3
	4
	3

	37
	3
	3
	4

	38
	3
	3
	3

	39
	2
	3
	3

	40
	3
	4
	3

	41
	4
	4
	4

	42
	4
	3
	4

	43
	3
	3
	4

	44
	3
	4
	3

	45
	4
	2
	3

	46
	3
	4
	3

	47
	3
	4
	4

	48
	3
	3
	4

	49
	2
	3
	3

	50
	3
	3
	3

	51
	2
	2
	2

	52
	2
	2
	2

	53
	3
	4
	4

	54
	4
	4
	4

	55
	4
	4
	4

	56
	3
	3
	4

	57
	3
	4
	4

	58
	4
	3
	3

	59
	3
	3
	4

	60
	3
	4
	4

	61
	4
	3
	4

	62
	4
	3
	4

	63
	4
	4
	4

	64
	4
	4
	3

	65
	5
	4
	4

	66
	2
	3
	3

	67
	4
	4
	5

	68
	4
	3
	2

	69
	3
	3
	4

	70
	5
	5
	5

	71
	4
	4
	3

	72
	3
	3
	3

	73
	5
	4
	4

	74
	4
	3
	3

	75
	4
	3
	3

	76
	5
	5
	4

	77
	4
	4
	4

	78
	4
	4
	4

	79
	4
	4
	4

	80
	3
	4
	4








Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	No
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5
	Y6

	1
	5
	4
	4
	3
	3
	4

	2
	5
	4
	4
	4
	4
	5

	3
	5
	4
	5
	4
	4
	5

	4
	5
	5
	5
	3
	4
	5

	5
	5
	5
	5
	3
	4
	4

	6
	4
	5
	5
	3
	4
	4

	7
	5
	5
	4
	5
	5
	5

	8
	5
	5
	5
	4
	3
	3

	9
	5
	4
	4
	3
	3
	3

	10
	5
	4
	4
	3
	3
	4

	11
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	12
	2
	4
	5
	5
	5
	3

	13
	4
	4
	4
	5
	5
	3

	14
	4
	3
	3
	5
	5
	3

	15
	3
	3
	3
	5
	5
	3

	16
	4
	4
	4
	3
	3
	4

	17
	5
	3
	3
	3
	3
	3

	18
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	19
	3
	4
	4
	3
	3
	4

	20
	3
	3
	2
	4
	2
	2

	21
	4
	2
	4
	4
	4
	4

	22
	4
	3
	2
	4
	4
	4

	23
	3
	4
	4
	2
	2
	2

	24
	3
	4
	3
	3
	3
	3

	25
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	26
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	27
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	28
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	29
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	30
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	31
	4
	3
	3
	4
	4
	4

	32
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	33
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	34
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	35
	3
	4
	4
	3
	3
	3

	36
	4
	4
	3
	4
	4
	4

	37
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	38
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	39
	2
	3
	3
	3
	3
	3

	40
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	41
	4
	3
	3
	4
	4
	5

	42
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	43
	3
	4
	4
	3
	3
	3

	44
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	45
	5
	5
	5
	5
	4
	5

	46
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	47
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	48
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	49
	3
	2
	2
	2
	2
	2

	50
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	51
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	52
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	53
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	54
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	55
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	56
	3
	4
	4
	3
	3
	3

	57
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	58
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	59
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	60
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	61
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	62
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	63
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	64
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	65
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	66
	3
	4
	4
	4
	4
	4

	67
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	68
	3
	4
	3
	3
	3
	3

	69
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	70
	5
	5
	5
	5
	4
	5

	71
	4
	3
	3
	4
	4
	3

	72
	4
	3
	3
	4
	4
	4

	73
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	74
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	75
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	76
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	77
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	78
	4
	3
	3
	4
	3
	3

	79
	4
	3
	3
	4
	3
	3

	80
	3
	4
	4
	4
	3
	3







Lampiran 4. Hasil Olahan Data SmartPLS 4
1) Koefisien Jalur 
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2) Outer Loading
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3) Construct Reability and Validity
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4) Cross Loading
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5) R-Square
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6) F-Square
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7) Path Coefficients
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Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi
ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk
memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya
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